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Abstrak

Kasus pencampuran BBM Pertamax yang berlangsung secara luas pada tahun 2018 sampai 2023
telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara dan para konsumen. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya kolaborasi antara penegakan hukum yang
tegas dan penerapan sistem laporan keuangan yang jujur sebagai dasar perlindungan bagi
konsumen dalam sektor distribusi BBM di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai hasil penyelidikan hukum, kajian akademik, serta
aturan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam laporan
keuangan dan ketidakadaan jejak audit yang jelas dalam rantai pasok BBM berkontribusi pada
kemudahan terjadinya pengoplosan. Di lain pihak, penegakan hukum sering terkendala oleh
minimnya bukti transaksi keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kolaborasi
antara kedua elemen ini dinilai sangat penting karena dapat memperkuat sistem pengawasan,
memfasilitasi proses pembuktian hukum, serta menyediakan landasan yang nyata bagi konsumen
untuk mengklaim hak mereka. Penelitian ini menyatakan bahwa penggabungan sistem laporan
keuangan yang real-time dan dapat diaudit dengan upaya penegakan hukum yang terus-menerus
merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem distribusi BBM yang lebih dapat
diandalkan, transparan, dan mampu secara efektif melindungi kepentingan konsumen.
Rekomendasi yang diberikan meliputi penggunaan teknologi pemantauan yang terintegrasi,
integrasi akuntansi forensik dalam proses penyelidikan, serta penguatan regulasi yang
mendukung transparansi informasi.

Kata kunci: Pencampuran BBM, penegakan hukum, transparansi keuangan, perlindungan

konsumen, akuntabilitas, jejak audit.

Abstract

The widespread mixing of Pertamax fuel that occurred from 2018 to 2023 resulted in significant losses
for both the state and consumers. This study aims to explore the importance of collaboration between firm

law enforcement and the implementation of honest and transparent financial reporting systems as a
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foundation for consumer protection in Indonesia’s fuel distribution sector. Using a qualitative research
method, this study analyzes findings from legal investigations, academic studies, and relevant regulations.
The analysis reveals that a lack of transparency in financial reporting and the absence of clear audit trails
within the fuel supply chain contribute to the ease of fuel adulteration practices. Conversely, law
enforcement efforts are often hindered by the limited availability of financial transaction evidence that can
be legally accounted for.

The collaboration between these two elements is considered crucial, as it can strengthen supervisory
mechanisms, facilitate legal evidentiary processes, and provide a concrete basis for consumers to claim
their rights. This study concludes that integrating real-time, auditable financial reporting systems with
continuous law enforcement efforts is a strategic step toward creating a more reliable, transparent fuel
distribution ecosystem capable of effectively protecting consumer interests. The recommendations include
the use of integrated monitoring technologies, the incorporation of forensic accounting in investigative
processes, and the strengthening of regulations that support information transparency.

Keywords: Fuel adulteration, law enforcement, financial transparency, consumer protection,

accountability, audit trail.

1. Pendahuluan

Bahan bakar minyak (BBM) memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan ekonomi dan
mobilitas masyarakat di Indonesia. Hampir seluruh sektor kehidupan sangat bergantung pada
ketersediaan BBM, baik untuk sektor transportasi, industri, maupun layanan publik. Oleh karena
itu, distribusi BBM yang berkualitas dan memenuhi standar seharusnya menjadi prioritas utama
untuk melindungi hak-hak konsumen.

Namun, pada kenyataannya, distribusi BBM seringkali tidak berjalan dengan baik. Beberapa
kasus pengoplosan BBM yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya
penyimpangan serius dalam perdagangan energi. Konsumen yang membeli BBM tertentu, seperti
Pertamax, sering kali mendapatkan bahan bakar yang kualitasnya tidak sesuai karena tercampur
dengan BBM jenis lain yang lebih rendah. Praktik ini dilakukan untuk meraih keuntungan dari
perbedaan harga dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Kasus pengoplosan BBM tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi
juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi di negara ini. Secara hukum,
tindakan ini jelas melanggar peraturan di bidang migas dan perlindungan konsumen. Walaupun
demikian, penegakan hukum dalam situasi ini masih mengalami berbagai tantangan, terutama
dalam hal pembuktian dan pelacakan aliran keuntungan dari praktik ilegal tersebut.

Salah satu penyebab masalah ini adalah minimnya transparansi dalam laporan keuangan di
sektor distribusi BBM. Laporan keuangan yang seharusnya berfungsi sebagai alat pengawasan
seringkali tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Ketidakjelasan dalam pencatatan
transaksi memungkinkan terjadinya manipulasi dan menyusahkan aparat penegak hukum dalam
mengungkap praktik curang secara menyeluruh.

Di sisi lain, perlindungan konsumen tidak bisa hanya bergantung pada proses hukum setelah
pelanggaran terjadi. Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mencegah kecurangan sejak awal,
salah satunya melalui laporan keuangan yang terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

732



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2025 ISSN 2987-484X

Dengan adanya keterbukaan informasi finansial, pengawasan bisa dilakukan dengan lebih efektif
oleh pihak regulator maupun masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas hubungan antara
penegakan hukum dan transparansi laporan keuangan dalam kasus pengoplosan BBM.
Pembahasan difokuskan pada bagaimana kolaborasi kedua aspek tersebut dapat memperkuat
perlindungan konsumen. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam
menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kasus kualitatif ini berfokus pada permasalahan
pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami bagaimana praktik pengoplosan tersebut berlangsung, faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, serta dampaknya bagi masyarakat dan pihak terkait.
Penelitian ini bertujuan memaham aspek hukum, keuangan, dan perlindungan konsumen dalam
suatu fenomena yang rumit. Karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling cocok karena bisa
menggali makna dan hubungan antar unsur tersebut secara lebih dalam.

Penelitian dilakukan dengan cara mencari informasi yang sudah ada secara rinci. Peneliti
mempelajari berbagai laporan, artikel, dan dokumen resmi yang membahas kasus ini dari berbagai
perspektif. Informasi yang berkaitan dengan proses hukum, seperti siapa saja yang ditetapkan
sebagai tersangka serta hambatan dalam penyelidikan, dikumpulkan dan dianalisis. Selain itu,
juga dilihat sistem pelaporan dan pengawasan keuangan di sektor migas untuk mengetahui apakah
ada kelemahan yang dimanfaatkan dalam tindakan pengoplosan.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil dari kedua aspek yang dibahas. Peneliti
mencoba memahami, misalnya, apakah kelemahan dalam sistem pencatatan keuangan terkait
dengan kesulitan dalam membuktikan sesuatu secara hukum. Atau, sebaliknya, apakah
ketidaktegasan dalam penerapan hukum membuat sistem pelaporan keuangan tidak terus
diperbaiki. Dari hubungan-hubungan yang ditemukan, peneliti kemudian mencoba merumuskan
cara-cara untuk memperkuat kerja sama antara penegakan hukum dan transparansi keuangan,
serta dampaknya terhadap perlindungan hak konsumen. Dengan metode ini, penelitian berusaha
memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai akar masalah, sekaligus
menawarkan solusi yang didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi.

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah menganalisis berbagai fakta dan laporan, terlihat bahwa kerja sama antara penegakan
hukum dan transparansi keuangan bisa menjadi fondasi kuat untuk melindungi konsumen dalam
kasus pengoplosan BBM. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan yang sebaliknya.
Keduanya saling menghalangi dan akhirnya tidak efektif dalam melindungi konsumen.

Proses hukum yang dijalankan Kejaksaan Agung mengalami hambatan besar ketika mencoba
membuktikan transaksi keuangan yang terkait dengan kecurangan tersebut.

Sementara itu, sistem pelaporan keuangan di sektor distribusi bahan bakar minyak (BBM)
justru menjadi pintu belakang yang memungkinkan kecurangan berkembang dengan cepat.
Praktik pengoplosan BBM yang massif dan berlangsung bertahun-tahun tidak terdeteksi karena
adanya kelemahan besar dalam sistem akuntabilitas internal. Penggunaan pencatatan manual,
sistem yang tidak terintegrasi antara SPBU dengan pusat, serta proses rekonsiliasi data yang tidak
teratur menciptakan bagian yang gelap. Kurangnya transparansi ini bukan hanya soal administrasi
semata, tetapi merupakan kegagalan sistem yang memberi peluang bagi penipuan terhadap
konsumen terjadi secara sistematis.
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Transparansi keuangan yang sejati—berupa data real-time, terintegrasi, dan mudah
diperiksa—dapat menjadi senjata terkuat bagi para penegak hukum. Jika setiap liter BBM yang
bergerak dalam rantai pasok tercatat dalam sistem digital yang terhubung dengan catatan
keuangan, maka ketidaksesuaian antara stok fisik dan laporan keuangan akan langsung menjadi
tanda adanya masalah. Data tersebut akan berubah dari sekadar angka dalam laporan menjadi
bukti digital yang kuat di pengadilan. Data ini akan mempercepat penyelidikan, memperkuat
dakwaan, serta memberikan kepastian dalam menghitung kerugian. Dengan kata lain, membuka
catatan keuangan sama seperti memberi peta dan kompas kepada penegak hukum untuk menuju
tujuan secara tepat.

Sistem yang transparan akan menciptakan efek jera, mencegah kerugian konsumen sejak awal.
Jika kecurangan tetap terjadi, konsumen dan lembaga pendamping seperti BPKN akan memiliki
dasar kuat untuk menuntut ganti rugi karena data kerugian sudah jelas dan terbuka. Yang
terpenting, kepercayaan publik bisa dipulihkan. Konsumen akan melihat bahwa negara benar-
benar melindungi mereka, bukan hanya dengan janji, tetapi dengan tindakan nyata dimana hukum
bergerak cepat didukung oleh data yang terbuka dan akurat. Inilah bentuk perlindungan konsumen
yang sebenarnya: bukan bersifat reaktif, tetapi preventif; bukan hanya tentang ganti rugi, tetapi
pemulihan kepercayaan; bukan hanya soal hukum yang ditegakkan, tetapi tentang sistem yang
diperkuat agar keadilan benar-benar bisa terwujud.

4. Kesimpulan dan Saran

Kasus pencampuran BBM Pertamax bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan
gambaran dari kegagalan sistem yang lebih besar. Studi ini menekankan bahwa penyebab utama
masalah ini adalah hilangnya koneksi antara dua elemen penting: penegakan hukum dan
keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Upaya hukum yang ingin dilakukan terhambat oleh
minimnya bukti keuangan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, sistem
pelaporan yang tidak transparan dan terpisah menciptakan area tidak terawasi di mana penipuan
dapat berkembang tanpa terdeteksi.

Penemuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak
akan berhasil jika bergantung hanya pada pendekatan hukum yang bersifat reaktif. Usaha yang
lebih mendasar adalah menciptakan mekanisme yang bersifat proaktif, dengan menggabungkan
dua aspek tersebut. Keterbukaan finansial yang nyata—meliputi sistem pelaporan yang mudah
diakses, terintegrasi, dan bisa diaudit—harus dijadikan instrumen penegakan hukum. Data yang
tepat dan terbuka ini akan menjadi bukti digital yang kuat, mempercepat proses hukum, dan
memberikan dasar yang jelas untuk menghitung kerugian konsumen

Oleh karena itu, menciptakan sinergi ini bukan hanya strategi untuk menyelesaikan satu
masalah, tetapi juga upaya untuk membangun ekosistem distribusi BBM yang lebih baik.
Tindakan seperti penggunaan teknologi pemantauan terintegrasi, melibatkan akuntansi forensik
dalam penyelidikan, dan memperkuat regulasi yang mendukung transparansi informasi sangat
penting. Pada akhirnya, ketika penegakan hukum dan keterbukaan finansial berjalan beriringan,
perlindungan tidak hanya diberikan pada hak-hak konsumen, tetapi juga meningkatkan
kepercayaan publik terhadap sistem. Perlindungan konsumen yang sejati tidak lahir dari hukuman
yang ditakuti, tetapi dari sistem yang adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan
kepastian bagi semua pihak.
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